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Abstrak

Delimitasi maritim merupakan hal yang sangat penting bagi kedaulatan suatu negara.Tidak adanya delimitasi batas maritim yang jelas, negara seringkali mengalami konflik. Kasus yang baru-baru ini memuncak adalah kasus tubrukan kapal antara KRI TJIPTADI-381 dan Coast Guard Vietnam di laut Natuna Utara. KRI TJIPTADI-381 yang sedang melakukan patroli di wilayah tersebut kemudian melihat adanya KIA Vietnam yang melakukan penangkapan ikan ilegal, secara langsung KRI Tjiptadi-381 melakukan penegakan hukum atas tindakan tersebut. Namun, ketika usaha penegakan hukum tersebut dilakukan, Coast Guard Vietnam datang dan menabrakkan kapalnya ke Lambung Kapal KRI TJIPTADI-381 serta menabrak KIA Vietnam hingga bocor dan tenggelam. Terkait tindakan tersebut, kedua negara saling melakukan klaim sepihak atas wilayah yang merupakan wilayah tumpang tindih. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan use of force di wilayah laut Natuna Utara antara kapal KRI Tjiptadi-381 dan kapal Coast Guard Vietnam menurut hukum laut internasional serta menganalisis bentuk mekanisme penyelesaian sengketa wilayah laut antara indonesia dan vietnam menurut hukum laut internasional. Peneliti menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, berdasarkan Pasal 73 UNCLOS 1982, tindakan yang dilakukan KRI TJIPTADI-381 sah sebagai tindakan penegakan hukum. Namun, tindakan kapal Coast Guard Vietnam tidak sejalan dengan tujuan UNCLOS 1982 yaitu, menjaga perdamaian di laut. Vietnam telah melanggar Prinsip larangan penggunaan kekuatan yang tercantum dalam UNCLOS 1982. Selain itu, tindakan tersebut juga melanggar aturan dalam COLREGS dan SOLAS. Mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh kedua negara yaitu, negosiasi untuk membentuk suatu kesepakatan yang adil atau melalui ITLOS.

Kata Kunci : Use-of-Force, Tubrukan Kapal, Natuna Utara.
Abstract

In the absence of clear maritime boundary delimitation, the state often experiences conflicts. The case recently culminated in the case of a ship collision between KRI TJIPTADI-381 and the Vietnam Coast Guard in the North Natuna Sea. KRI TJIPTADI-381 who was conducting a patrol in the area then saw the existence of Vietnam fishing-boat carrying out illegal fishing, KRI Tjiptadi-381 directly enforced the law for this action. However, when the law enforcement effort was carried out, the Vietnam Coast Guard came and crashed the ship into the hull of the KRI TJIPTADI-381 and crashed into a Vietnam fishing boat until it leaked and sank. About this action, the two countries mutually claim one-sided over the overlapping area. The purpose of this study is to analyze the validity of the use-of-force in the North Natuna sea area between the KRI Tjiptadi-381 and the Vietnam Coast Guard according to international maritime law and analyzing the form of territorial dispute settlement between the two countries. The author uses a normative research method using literature study. The results showed that, based on Article 73 UNCLOS 1982, the actions taken by KRI TJIPTADI-381 were legal as law enforcement actions. However, the actions of the Vietnam Coast Guard vessels did not align with the UNCLOS 1982 goal of maintaining peace at sea. Vietnam has violated the principle of non-use-of-force stated in UNCLOS 1982. In addition, this action also violates the rules in COLREGS and SOLAS. The settlement mechanism that can be adopted is bilateral negotiation or via ITLOS.
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PENDAHULUAN

United Nation Convention Of The Law Of The Sea 1982 (UNCLOS 1982) membagi jenis Negara menjadi 2 yaitu, Negara pantai (coastal state) dan Negara kepulauan (archipelagic state). Lahirnya Negara kepulauan tidak terlepas dari perjuangan Indonesia yang tertuang dalam Deklarasi Juanda pada tahun 1957. Deklarasi Juanda 1957 menyatakan:
“Bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya, adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian dari perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia” (Nugroho 2013).
Sehingga hasil dari adanya Deklarasi Djuanda tersebut, wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah kepulauan yang utuh. 


Sebagai negara kepulauan terbesar, laut sangat penting bagi Indonesia (Cribb and Ford 2009), terdapat 17.499 pulau dengan luas total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta km2. Dari total luas wilayah tersebut, 3,25 juta km2 adalah lautan dan 2,55 juta km2 adalah Zona Ekonomi Eksklusif atau yang selanjutnya disebut dengan ZEE (Pratama 2020). Disamping itu, Indonesia juga berbatasan dengan wilayah negara-negara lain. Di wilayah lautnya, Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara yaitu, India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste dan 
Papua Nugini. Dalam hal negara-negara yang saling berbatasan tersebut, diperlukan suatu perjanjian mengenai penetapan batas-batas maritim. Penetapan batas-batas maritim tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Konvensi hukum laut internasional ketiga atau disebut dengan United Nation Convention Law Of the Sea 1982 (UNCLOS 1982) yang telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-undang No. 17 Tahun 1985. Dalam Pasal 15 UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa : 

“Where the coasts of two States are opposite or adjacent to each other, neither of the two States is entitled, failing agreement between them to the contrary, to extend its territorial sea beyond the median line every point of which is equidistant from the nearest points on the baselines from which the breadth of the territorial seas of each of the two States is measured. The above provision does not apply, however, where it is necessary by reason of historic title or other special circumstances to delimit the territorial seas of the two States in a way which is at variance therewith” (Artinya : Dalam hal pantai dua Negara yang letaknya berhadapan atau berdampingan satu sama lain, tidak satupun di antaranya berhak, kecuali ada persetujuan yang sebaliknya antara mereka, untuk menetapkan batas laut teritorialnya melebihi garis tengah yang titik-titiknya sama jaraknya dari titik-titik terdekat pada garis-garis pangkal dari mana lebar laut teritorial masing-masing Negara diukur. Tetapi ketentuan di atas tidak berlaku, apabila terdapat alasan hak historis atau keadaan khusus lain yang menyebabkan perlunya menetapkan batas laut teritorial antara kedua Negara menurut suatu cara yang berlainan dengan ketentuan di atas).
Pasal tersebut menjelaskan bahwa, hal utama yang dapat dilakukan untuk penyelesaian batas maritim adalah melalui perjanjian antar negara. Pada umumnya delimitasi batas maritim diselesaikan melalui negosiasi antar negara-negara terkait, atau dengan mengajukan permasalahan tersebut kepada pihak ketiga yang dipercaya. Implementasinya antara lain, diperlukannya pengelolaan terhadap batas maritim, dimana meliputi batas laut yang langsung berbatasan dengan negara tetangga dan batas laut dengan laut bebas (Prescott and Clive 2005).


Sebagai sebuah Negara kepulauan, batas maritim merupakan hal yang sangat penting bagi Indonesia. Adanya suatu batas maritim suatu Negara, itu sama hal nya dengan Negara tersebut memiliki tanggung jawab untuk menjaga, mempertahankan, termasuk memanfaatkan segala sesuatu yang terdapat didalamnya, dalam hal ini sumberdaya kelautan (I Made Andi 2007). Selain itu batas maritim juga penting untuk memperoleh kepastian hukum yang dapat mendukung berbagai kegiatan kelautan seperti penegakan hukum dan pemanfaatan sumber daya hayati di laut (Teknologi 2020). Oleh karena itu, setiap negara yang pantainya berbatasan, sebisa mungkin harus menetapkan dan menyepakati secara tertulis sehingga, kedaulatan masing-masing negara terlindungi secara penuh. Penetapan batas maritim dengan negara tetangga merupakan suatu agenda penting Indonesia dalam melindungi keutuhan wilayah Negara.


Hingga saat ini, belum semua perbatasan laut Indonesia mencapai kesepakatan dengan negara tetangga (Agoes 2011), Perbatasan laut tersebut seringkali diselesaikan dengan negosiasi dengan negara tetangga (Pratomo 2018), namun proses negosiasi perbatasan tersebut bukan perkara yang mudah untuk diselesaikan. Proses negosiasi perbatasan seringkali memakan waktu yang cukup lama hingga bertahun-tahun (Arsana 2011). Meskipun prosesnya tidak dapat dilaksanakan secara cepat, Negara tetap berkepentingan untuk menetapkan batas maritim agar dapat mengatur penegakan hukum apabila terjadi insiden dan terkait sumber daya hayati di laut. Ketika suatu negara tidak memiliki perbatasan yang jelas maka, akan menimbukan suatu permasalahan. Masalah-masalah tersebut diantaranya adalah penegakan ketentuan hukum nasional, kewarganegaraan penduduk di daerah sengketa, dan navigasi. Selain itu belum disepakatinya perbatasan negara tidak hanya berakibat pada sulitnya penegakan hukum terkait pengelolaan sumber daya hayati, namun juga muncul klaim-klaim sepihak atas wilayah tersebut. 


Dampak lain yang juga timbul adalah sering terganggunya hubungan bilateral yang juga berdampak pada perdamaian dan keamanan internasional (Dundua 2007). Sengketa perbatasan juga dapat berdampak pada kekerasan dan tertundanya pembangunan ekonomi di kawasan sengketa tersebut (Mendoza, Siriban, and Tea 2019). Lebih lanjut dampak yang juga timbul ketika memasuki wilayah sengketa yang di klaim oleh dua negara adalah terkait dengan konsekuensi denda, penahanan, penyitaan kapal dan penahanan awak kapal (Mendoza et al. 2019). 
Permasalahan lainnya yang sering muncul adalah saat proses negosiasi delimitasi batas maritim sedang berlangsung, sering kali terjadi pelanggaran hukum nasional di wilayah sengketa tersebut, dan seringkali otoritas dari salah satu negara yang bersengketa tersebut melakukan penegakan hukum nasionalnya di wilayah perairan yang belum ditetapkan batas maritimnya yang di klaim sebagai bagian dari wilayah negaranya tersebut sehingga seringkali menimbulkan persoalan lebih lanjut. Selain itu pemberian konsesi eksplorasi sumber daya alam di wilayah perairan sengketa juga seringkali menimbulkan permasalahan yang menimbulkan ancaman militer (Mendoza et al. 2019). Sehingga, Negara harus segera melakukan perundingan batas wilayah dengan negara tetangganya.


Untuk menyelesaikan delimitasi batas maritim, tidak ada waktu khusus yang diberikan kepada negara yang bersengketa. Akan tetapi, semakin lama proses kesepakatan itu tertunda, insiden-insiden tersebut akan kerap terjadi. Salah satu permasalahan yang terjadi yaitu, munculnya klaim sepihak negara yang merasa berhak atas penegakan hukum di wilayah tersebut. UNCLOS 1982 sendiri tidak mengatur secara jelas terkait dengan kewenangan penegakan hukum di perairan yang belum ditetapkan batas maritimnya, selama proses negosiasi tersebut sedang berlangsung. Dalam Pasal 74 ayat (3) UNCLOS 1982 menyatakan bahwa :

“Pending agreement as provided for in paragraph 1, the States concerned, in a spirit of understanding and cooperation, shall make every effort to enter into provisional arrangements of a practical nature and, during this transitional period, not to jeopardize or hamper the reaching of the final agreement. Such arrangements shall be without prejudice to the final delimitation.” (Artinya : Sambil menunggu suatu persetujuan sebagaimana ditentukan dalam ayat 1, Negara-negara yang bersangkutan, dengan semangat saling pengertian dan kerja sama, harus melakukan setiap usaha untuk mengadakan pengaturan sementara yang bersifat praktis dan, selama masa peralihan ini, tidak membahayakan atau menghalangi dicapainya suatu persetujuan akhir. Pengaturan demikian tidak boleh merugikan bagi tercapainya penetapan akhir mengenai perbatasan. 

Berdasarkan pasal tersebut, ketika delimitasi batas maritim sedang berlangsung negara yang bersangkutan harus melakukan setiap usaha untuk mengadakan pengaturan sementara yang bersifat praktis dan, selama masa peralihan ini, tidak membahayakan atau menghalangi dicapainya suatu persetujuan akhir. Pengaturan demikian tidak boleh merugikan bagi tercapainya penetapan akhir mengenai perbatasan. Ketidakjelasan pengaturan tersebut seringkali menimbulkan celah permasalahan di lapangan.


Tidak adanya delimitasi batas maritim yang jelas, menimbulkan banyak permasalahan serius. Salah satunya yaitu, kasus yang terjadi antara Indonesia dan Vietnam. Dimana pada tanggal 27 April 2019 kapal ikan Vietnam BD 979 memasuki perairan laut Natuna Utara dengan tujuan untuk menangkap ikan (Mukhtar and Teguh 2019). Tiba-tiba datang Kapal KRI TJIPTADI-381 yang pada saat itu sedang melakukan patroli di wilayah Laut Natuna Utara tersebut dan menangkap Kapal Ikan Vietnam BD 979 dengan tujuan untuk menegakkan hukum di wilayah ZEE Indonesia. Kemudian, saat melihat kapal ikannya yang ditangkap oleh Kapal KRI TJIPTADI-381, Kapal Coast Guard Vietnam (KN 264 dan KN 231) datang untuk menggagalkan tindakan yang dilakukan Kapal KRI TJIPTADI-381. KN 264 dan KN 231 semula bermanuver dengan mendekati Kapal Ikan Asing Vietnam (KIAV) BD 979 dan beberapa kali menabraknya hingga bagian bakatnya rusak. Namun, KRI TJITADI-381 tetap menggiring KIA Vitenam BD 979 tersebut. Kapal Coast Guard Vietnam (KN 264) kemudian menabrak lambung kiri KRI TJIPTADI-381. Sedangkan, Kapal Coast Guard Vietnam yang lain (KN 231) menabrak KIAV BD 979 hingga bocor dan tenggelam (Antara 2019). Dua ABK KIA Vietnam BD 979 sempat melompat ke laut dan ditolong oleh kapal pengawas perikanan milik Vietnam. Akhirnya, 12 awak kapal nelayan Vietnam tersebut berhasil ditangkap oleh Indonesia. Kemudian, Indonesia mengajukan protes terkait tindakan represif Coast Guard Vietnam tersebut. Namun, atas kejadian tersebut pula, muncul klaim Vietnam bahwa wilayah dimana tempatnya melakukan kegiatan tersebut merupakan wilayah ZEE Vietnam (Nadira and Aini 2019).


Insiden tersebut terjadi dimana sebagian wilayah utara Pulau Natuna masih terdapat batas ZEE yang belum disepakati antara Indonesia dan Vietnam di wilayah Laut Natuna Utara. Dalam Pasal 73 Ayat (1) UNCLOS 1982 menegaskan bahwa :

“The coastal State may, in the exercise of its sovereign rights to explore, exploit, conserve and manage the living resources in the exclusive economic zone, take such measures, including boarding, inspection, arrest and judicial proceedings, as may be necessary to ensure compliance with the laws and regulations adopted by it in conformity with this Convention”(Artinya : Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di Zona Ekonomi Eksklusif mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini). 

Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa, negara pantai memiliki sejumlah kewenangan di wilayah ZEE, salah satunya adalah untuk melakukan penegakkan hukum di rezim tersebut. Namun, yang perlu digarisbawahi kembali adalah, berdasarkan Pasal 56 Ayat (1) huruf a UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa :

“sovereign rights for the purpose of exploring and exploiting, conserving and managing the natural resources, whether living or non-living, of the waters superjacent to the seabed and of the seabed and its subsoil, and with regard to other activities for the economic exploitation and exploration of the zone, such as the production of energy from the water, currents and winds” (Artinya : Hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin).
Kewenangan negara pantai dalam ZEE bukanlah sebuah kedaulatan (sovereignty), melainkan hak berdaulat (sovereign rights). Hal itu berarti negara memiliki kewenangan penegakan hukum yang terbatas pada pemanfaatan sumber daya kelautan, baik hayati maupun non-hayati di kolom air zona ini (Arie 2019). Rezim laut bebas, merupakan rezim hukum yang berlaku diatas permukaan ZEE. Di rezim ini, terdapat beberapa kebebasan bagi kapal asing untuk melintas. Namun, terdapat hak berdaulat negara pantai di pada kolom airnya. Sehingga, wilayah permukaan air di atas ZEE sering kali disebut sebagai laut bebas yang khusus (sui generis) (Arie 2019).


Dari penjelasan terkait kasus antara Indonesia dan Vietnam di atas, muncul beberapa permasalahan hukum. Permasalahan pertama tindakan yang dilakukan oleh Coast Guard Vietnam dengan melakukan penabrakan terhadap kapal KRI TJIPTADI-381 merupakan suatu tindakan provokasi dan ancaman terhadap kemanan dan kedamaian internasional ataukah tidak. Dalam kasus sebelumnya, yang terjadi antara Guyana v Suriname (dalam forum Arbitral Tribunal UNCLOS pada tahun 2004), penggunaan kekuatan (use of force) hanya dapat dibenarkan jika memenuhi tiga syarat yaitu, tidak terhindarkan (unavoidability), kewajaran (reasonableness) dan keharusan (necessity) (Sigit 2020). Kemudian, permasalahan kedua terkait dengan locus tempat terjadinya tindakan penangkapan nelayan Vietnam yang dilakukan oleh kapal KRI TJIPTADI-381, dimana aparat Indonesia dan Vietnam saling mengklaim bahwa mereka melakukan kewajiban serta hak mereka di atas wilayah negara masing-masing, aparat KRI TJIPTADI-381 berpendapat bahwa kapal nelayan Vietnam tengah melakukan penangkapan ikan di wilayah ZEE Indonesia, sedangkan aparat Coast Guard Vietnam berpendapat bahwa nelayan Vietnam melakukan penangkapan ikan di wilayah ZEE Vietnam sehingga harus ada upaya yang dilakukan untuk membebaskan nelayan Vietnam yang ditahan. Sehingga, dari adanya permasalahan tersebut, peneliti ingin menganalisis lebih lanjut mengenai “USE OF FORCE DI WILAYAH LAUT NATUNA UTARA ANTARA KAPAL KRI TJIPTADI-381 DAN KAPAL COAST GUARD VIETNAM MENURUT HUKUM LAUT INTERNASIONAL.”
METODE

Pemecahan atas isu hukum yang ada dapat ditempuh dengan melakukan penelitian hukum, sehingga untuk selanjutnya dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan atas isu yang diajukan (Marzuki 2005). Metode penelitian dipahami sebagai kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dengan penentuan isu, pengumpulan data dan analisis data sehingga dapat diperoleh pemahaman atas isu yang ada (Mezak 2006). Berdasarkan pada isu hukum yang ada, penelitian akan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian legal research. Metode penelitian legal research tidak memerlukan penelitian lapangan. Penelitian hukum semacam ini meneliti bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang ada (Ibrahim 2006) sehingga hal tersebut menimbulkan konsekuensi bahwa penelitian dengan metode legal research selalu mempunyai sifat normatif (Marzuki 2005).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Penelitian hukum normatif yaitu, penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, peranjian, serta doktrin (ajaran) (Achmad 2017). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soerjono, Soekanto ; Sri 1995). Jenis penelitian hukum normatif dapat menggunakan lebih dari satu pendekatan (Mardalis 2009). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan meninjau semua peraturan yang relevan dengan isu hukum yang ada. Peraturan yang mengatur tentang penggunaan kekuatan di laut diteliti dengan metode pendekatan perundang-undangan. Peraturan yang akan diteliti yaitu UNCLOS (United Nation Convention Law Of The Sea 1982), COLREG (Convention On the International Regulation For Preventing Collisions at Sea 1972), SOLAS (International Convention For the Safety Of Life At Sea 1974) dan United Nation Convention. 
Pendekatan konseptual dalam penelitian ini beranjak dari pandangan-pandangan dalam ilmu hukum internasional. Berbagai pendapat hukum dan asas hukum akan dikaji guna memecahkan isu hukum yang dihadapi dengan meninjau kembali pandangan-pandangan dalam ilmu hukum yang telah dipelajari (Mardalis 2009). Penelitian ini menggunakan konsep penggunaan kekuatan dalam hukum internasional, konsep penggunaan kekuatan dalam hukum laut internasional, konsep penegakan hukum maritim, konsep wilayah zona ekonomi eksklusif dan konsep penyelesaian sengketa wilayah laut yang dapat diterapkan menurut hukum internasional.

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Marzuki 2008). Penelitian ini menggunakan pendekatan terhadap kasus Guyana V. Suriname, yang mana putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Arbitrase Internasional dalam kasus tersebut berhubungan dengan penggunaan kekuatan sepihak di wilayah laut perbatasan serta prinsip-prinsip dalam putusan International Court of Justice (ICJ) terkait dengan penggunaan kekuatan yang relevan dengan penelitian ini.

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat (Soekanto 2007). Penelitian akan menggunakan bahan hukum primer yakni :
1) UNCLOS (United Nation Convention Law Of The Sea 1982)
2) COLREG (Convention On the International Regulation For Preventing Collisions at Sea 1972)
3) SOLAS (International Convention For the Safety Of Life At Sea 1974)
4) United Nation Charter 1945
5) Vienna Convention On The Law Of Treaties 1969
6) Statute Of The International Court Of Justice
7) Statute of the International Tribunal for the Law of the Sea (Annex VI of the United Nations Convention on the Law of the Sea)
8) Rules of the Tribunal (ITLOS/8), as adopted on 28 October 1997 and amended on 15 March 2001, 21 September 2001, 17 March 2009, 25 September 2018 and 25 September 2020
9) Permanent Court Of Arbitration Arbitration Rules 2012

Bahan hukum sekunder adalah bahan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer (Soekanto 2007). Bahan hukum primer dapat berupa dokumen resmi seperti buku teks dan jurnal penelitian (Marzuki 2005). Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yakni, buku teks dan jurnal penelitian yang berkaitan dengan hukum internasional, hukum laut internasional, use of force, penegakan hukum di laut dan hukum penyelesaian sengketa laut internasional.

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang telah didapat melalui penelitian kepustakaan untuk mempelajari bahan hukum yang relevan terhadap topik permasalahan. Bahan hukum tersebut meliputi bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang mengikat, bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum, buku teks dan jurnal hukum. Pengumpulan bahan hukum didasari atas adanya isu hukum yang selanjutnya diklasifikasikan sesuai tata urutan untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan (Achmad 2017).


Penelitian ini akan melakukan analisis data dengan metode kualitatif. Data yang telah didapat dari bahan hukum akan diuraikan dalam bentuk kalimat sehingga terbentuk susunan yang sistematis. Untuk menganalisis data yang telah didapat maka, akan digunakan interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. 
Menguraikan makna berdasarkan bahasa, susunan kata dan/atau bunyinya merupakan cara untuk melakukan interpretasi gramatikal. Interpretasi sistematis dilakukan dengan cara menafsirkan naskah-naskah hukum yang relevan dengan isu hukum. Interpretasi sitematis dilakukan dengan cara mencari ketentuan-ketentuan yang ada pada suatu masalah dan menentukan langkah selanjutnya. Interpretasi sistematis dengan mengamati suatu peraturan perundang-undangan lalu dihubungkan dengan peraturan atau sistem hukum lain yang selanjutnya akan dilakukan penafsiran. Pada akhirnya dapat ditemukan suatu gambaran mengenai isu hukum yang ada sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan dan mengajukan saran (Al 2007). Tinjauan pustaka dari penelitian ini terdiri dari : a. Use of Force; b. Laut Natuna Utara; c. Bentuk Mekanisme Penyelesaian Sengketa Laut Internasional.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penggunaan Kekuatan di Laut Menurut Hukum Internasional

Selain prinsip non-intervensi, prinsip non-use of force merupakan suatu prinsip yang harus diperhatikan dalam hubungan internasional (Melling 2019). Karena hal tersebut menyangkut hubungan antar kedua negara, ketika terjadi suatu tindakan yang membahayakan maka, akan timbul suatu permasalahan di dalam hubungan tersebut. Sehingga, dalam prinsipnya penggunaan kekuatan sendiri sebisa mungkin dilakukan ketika suatu negara memang berada pada kondisi yang paling memungkinkan untuk melakukan tindakan yang diperlukan. Dalam hukum Internasional, use of force merupakan kegiatan yang dapat mengganggu stabilitas dan kemananan negara. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 Ayat 4 Piagam PBB, yaitu :
“All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.” (Artinya : Semua Anggota harus menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik Negara mana pun, atau dengan cara lain apa pun tidak konsisten dengan Tujuan Serikat Bangsa).

Namun, penggunaan kekuatan dalam hukum internasional, juga dapat diartikan sebagai kegiatan perlindungan diri dari serangan musuh dan perlindungan suatu wilayah dari intervensi asing. Dalam Pasal 51 Piagam PBB dijelaskan bahwa :
“Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective selfdefense if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken the measures necessary to maintain international peace and security. Measures taken by Members in the exercise of this right of self-defense shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the Security Council under the present Charter to take at any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security” (Artinya : “Tidak ada dalam Piagam ini yang akan merusak hak yang melekat pada pertahanan diri individu atau kolektif jika terjadi serangan bersenjata terhadap Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampai Dewan Keamanan telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Tindakan yang diambil oleh Anggota dalam menjalankan hak pembelaan diri ini harus segera dilaporkan kepada Dewan Keamanan dan tidak akan mempengaruhi otoritas dan tanggung jawab Dewan Keamanan berdasarkan Piagam ini untuk mengambil tindakan kapan saja. dianggap perlu untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional).
Penggunaan kekuatan oleh angkatan bersenjata (armed forces), yang digunakan sebagai perlindungan diri atau self-defense biasanya dilakukan ketika suatu negara menghadapi ancaman asing yang benar-benar serius dan dapat membahayakan kedaulatan serta keamanan negaranya, seperti kegiatan agresi dan ancaman perdamaian lainnya yang terjadi pada saat situasi perang (wartime).

Kegiatan penggunaan kekuatan oleh militer dapat terjadi di darat, laut, maupun udara. Seperti yang dijelaskan dalam pasal Piagam PBB yaitu :

“….. Such action may include demonstrations, blockade, and other operations by air, sea, or land forces of Members of the United Nations.” (Artinya : Tindakan tersebut dapat mencakup demonstrasi, blokade, dan operasi lainnya melalui udara, laut, atau pasukan darat Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa).
Dalam melakukan kegiatan penggunaan kekuatan bersenjata, para angkatan bersenjata (armed forces) harus memperhatikan apakah penggunaan kekuatan tersebut dapat memenuhi unsur-unsur sebagai pembelaan diri, karena sebenarnya, kegiatan penggunaan kekuatan ini merupakan sesuatu yang dapat membahayakan jika, kegiatan ini tidak dilaksanakan sesuai kebutuhannya.


Konsep terkait use of force dalam hukum laut internasional berbeda dengan konsep use of force dalam hukum internasional. Dalam Hukum Laut Internasional, larangan penggunaan kekuatan telah diatur dalam masing-masing rezim kerena, dalam setiap rezim laut memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Rezim-rezim tersebut yaitu Rezim Lintas Damai, Rezim Lintas Transit dan Rezim Alur Laut Kepulauan (Goyette 2014). Meskipun dalam Rezim Alur Laut Kepulauan tidak dijelaskan secara spesifik terkait dengan penggunaan kekuatan di zona tersebut, namun hal tersebut telah tercangkup dalam Pasal 301 UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa : 
“In exercising their rights and performing their duties under this Convention, States Parties shall refrain from any threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any State, or in any other manner inconsistent with the principles of international law embodied in the Charter of the United Nations.”(Artinya : Dalam melaksanakan hak-hak dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Konvensi ini, Negara-negara Peserta harus menghindarkan diri dari setiap penggunaan ancaman atau kekerasan terhadap keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik Negara manapun atau dengan cara lain apapun yang tercantum tidak konsisten dengan azas-azas hukum internasional yang terkandung dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa).

Dalam pasal ini dilarang adanya tindakan penggunaan di laut dalam kondisi damai dengan alasan apapun. Pasal tersebut juga telah dianggap mengakomodir semua rezim yang belum terdapat pengaturan khusus mengenai penggunaan kekuatan di laut (Goyette 2014). Para pengguna kekuatan di laut terdiri dari negara, kelompok bersenjata terorganisir dan entitas swasta, terutama perusahaan militer dan keamanan swasta, bajak laut, penyelundup dan penjahat lainnya (The Fletcher School of Law and Diplomacy 2017).

Pada praktiknya, konsep penggunaan kekuatan di laut dalam situasi damai, sering kali tidak dimaksudkan untuk suatu tindakan yang memicu suatu tindakan agresi. Melainkan, penggunaan di laut juga dimaksudkan untuk tujuan penegakan hukum, perlindungan diri dari ancaman kapal asing dan untuk melawan tindakan-tindakan yang mungkin tidak sesuai dengan tujuan hukum seperti, pembajakan dan perampokan bersenjata di laut. Mengenai penggunaan kekuatan untuk melawan pembajakan dan perampokan bersenjata di laut telah dijelaskan dalam Resolusi Dewan Keamanan 1816 yang menyatakan bahwa :
“Use, within the territorial waters of Somalia, in a manner consistent with action permitted on the high seas with respect to piracy under relevant international law, all necessary means to repress acts of piracy and armed robbery;” (Artinya : Digunakan, di dalam perairan teritorial Somalia, dengan cara yang sesuai dengan tindakan yang diizinkan di laut lepas sehubungan dengan pembajakan menurut peraturan hukum internasional yang relevan, semua cara yang diperlukan dimaksudkan untuk menekan tindakan pembajakan dan perampokan bersenjata;).
Sudah diketahui dengan baik bahwa dalam bahasa Keamanan Dewan 'semua cara yang diperlukan' berarti termasuk didalamnya yaitu 'penggunaan kekuatan' (Pérez Herranz 2010).

Meski, UNCLOS 1982 tidak menjelaskan secara spesifik terkait dengan penggunaan kekuatan di laut untuk tujuan penegakan hukum (Tondini 2017). Namun, yang perlu digaris bawahi adalah tindakan penggunaan kekuatan untuk penegakan hukum umumnya mencakup kewenangan untuk melakukan tindakan seperti memberi isyarat, menghentikan dan menaiki kapal yang dicurigai; menggeledah kapal tersangka, dan orang dan kargo di kapal tersebut; menahan atau menangkap orang yang dicurigai kapal, dan / atau kapal tersangka itu sendiri; menyita barang di kapal yang dicurigai; mengarahkan atau mengukus kapal yang dicurigai, dan orang serta muatan di kapal tersebut, ke pantai Pelabuhan negara bagian atau tempat serupa untuk investigasi; pelaksanaan investigasi itu; dan penuntutan selanjutnya atau pengenaan bentuk tindakan administratif lainnya atau Sanksi (McLaughlin 2016).

Seperti yang tertuang dalam Piagam PBB mengenai perdagangan obat-obatan terlarang Tahun 1988 (United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988) bahwa, penyelundupan narkotika dapat saja terjadi dimana saja termasuk di wilayah laut suatu negara. Sehingga, dalam Pasal 2 Piagam tersebut dijelaskan bahwa :
“The purpose of this Convention is to promote co operation among the Parties so that they may address more effectively the various aspects of illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances having an international dimension. In carrying out their obligations under the Convention, the Parties shall take necessary measures, including legislative and administrative measures, in conformity with the fundamental provisions of their respective domestic legislative systems.”(Artinya : Tujuan dari Konvensi ini adalah untuk meningkatkan kerja sama diantara Para Pihak sehingga mereka dapat menangani secara lebih efektif berbagai aspek peredaran gelap obat-obatan narkotika dan psikotropika berdimensi internasional. Dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Konvensi, Para Pihak akan mengambil tindakan yang diperlukan, termasuk tindakan legislatif dan administratif, sesuai dengan ketentuan mendasar dari sistem legislatif domestik masing-masing).
Pasal tersebut menjelaskan bahwa, setiap negara harus bekerja sama dalam membasmi penyelundupan narkotika. Dalam melaksanakan kewajiban tersbut negara bahkan diperbolehkan menggunakan langkah apapun. Hal ini dipertegas melalui UNCLOS 1982 Pasal 27 yang menyatakan bahwa :
“The above provisions do not affect the right of the coastal State to take any steps authorized by its laws for the purpose of an arrest or investigation on board a foreign ship passing through the territorial sea after leaving internal waters.”(Artinya : Ketentuan di atas tidak mempengaruhi hak Negara pantai untuk mengambil langkah apapun berdasarkan undang-undangnya untuk tujuan penangkapan atau penyidikan di atas kapal asing yang melintasi laut teritorialnya setelah meninggalkan perairan Pedalaman).
Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa negara dapat menggunakan ‘langkah apapun’ termasuk didalamnya yaitu penggunaan kekuatan dalam melaksanakan penegakan hukum maritim yang sesuai dengan hukum nasional masing-masing negara.

Penggunaan kekuatan di laut, berdasarkan hukum laut intenasional, hanya diperuntukkan pada saat situasi damai (Ma and Sun 2016). Pada dasarnya UNCLOS 1982 mengadopsi prinsip "penggunaan damai" atau "tujuan damai" dan prinsip tersebut tersebar dan berlaku untuk setiap pasal dalam UNCLOS 1982 (Francioni 1985). Dalam situasi tersebut, sangat penting untuk diingat mengenai berbagai macam tujuan penggunaan kekuatan dalam hukum laut dan konsep penegakan hukum (Moore 2016). Berdasarkan Pasal 301 UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa ‘penggunaan kekuatan’ di laut dikategorikan sebagai tindakan agresi yang dapat merusak perdamaian di laut. Sehingga, penggunaan kekuatan dalam bentuk apapun tidak diperbolehkan. Namun, kegiatan penggunaan kekuatan dapat dikecualikan ketika memang terdapat hal yang diperlukan, seperti adanya tindakan perompakan, perampokan bersenjata, penyelundupan obat-obatan terlarang, tindakan ilegal lain, dan tindakan ancaman terhadap kedaulatan negara.


Penggunaan kekuatan pada masa damai tentunya berbeda dengan penggunaan kekuatan pada saat situasi perang. Pada saat masa damai penggunaan kekuatan tersebut berarti adalah operasi kepolisian “Policing Operation” yang mana hal tersebut hanya mencangkup tindakan-tindakan operasi yang dilakukan secara rutin oleh kepolisian maupun militer laut. Namun, bila terjadi tindakan-tindakan diluar aktivitas tersebut seperti, adanya manuver-manuver berbahaya dan berlebihan yang dilakukan oleh militer maupun kepolisian terkait, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh otoritas negara atau organisasi lainnya merupakan suatu tindakan agresi yang mana hal tersebut bertentangan dengan tujuan UNCLOS 1982 yaitu, menjaga kedamaian di laut.
Keabsahan Penegakan Hukum Maritim yang Dilakukan oleh Kapal KRI TJIPTADI-381 di Wilayah Tumpang Tindih ZEE Indonesia-Vietnam Menurut Hukum Internasional

Dalam menjaga kedamaian di laut dan ditegakkannya aturan internasional, diperlukan adanya suatu penegakan hukum maritim. Penegakan Hukum Maritim (Maritime Law Enforcement) atau biasa disingkat MLE, adalah konsep yang menunjukkan semua tipe operasi kepolisian yang dilakukan oleh kapal perang dan kapal milik negara lainnya untuk melawan tindakan kriminal, atau aktivitas yang dilarang di laut (Tondini 2017). MLE biasanya dilakukan dengan sarana kapal non-militer milik suatu negara dengan tujuan untuk menegakkan hukum yang berlaku (Anthony 2021).

MLE sendiri sangat erat pengaturannya dengan pertahanan dan keamanan suatu negara (Guilfoyle 2017). Pengaturan pertahanan dan keamanan suatu negara di laut menurut hukum internasional pertama mengacu pada Piagam PBB 1945 dan UNLCOS 1982. Pasal 2 Piagam PBB menetapkan adanya tujuh prinsip yang harus ditaati oleh setiap negara, dua di antara tujuh prinsip tersebut terkait erat dengan pengaturan pertahanan dan keamanan, yaitu prinsip persamaan kedaulatan negara (principle of the sovereign equality) dan prinsip pelarangan penggunaan kekuatan (principle of prohibition of use of force) (M Iman 2017). Prinsip kedaulatan negara tersebut dipertegas lagi dalam bidang hukum laut internasional sebagaimana yang diatur oleh UNCLOS 1982 yang mana mengadopsi prinsip ‘perdamaian’. MLE sendiri hanya dapat digunakan ketika suatu negara memiliki kekuasaan atas suatu wilayah laut (McLaughlin 2016).

Suatu Negara sangat berperan penting dalam adanya MLE. Karena tidak semua perairan itu merupakan wilayah internasional, terdapat juga yurisdiksi wilayah laut milik suatu negara yang telah ditetapkan secara internasional. Sehingga, menjadi suatu kewajiban bagi negara yang wilayahnya berdekatan dengan perairan internasional untuk menjaga kemanan dan kedaiaman di laut. MLE sendiri, terdiri dari tindakan-tindakan berupa, investigasi hingga penuntutan yang digunakan untuk menegakkan semua hukum yang berlaku terkait perilaku atau konsekuensi di bawah dan di atas perairan internasional, maupun di perairan yang tunduk pada yurisdiksi Negara yang melaksanakan kegiatan penegakan hukum tersebut.


Dalam MLE, selain diperlukan kekuasaan negara atas suatu wilayah, diperlukan pula adanya suatu kekuatan militer yang memang ditugaskan serta memiliki kewenangan untuk menjaga kedaulatan dan keamanan di wilayah laut negara tersebut. Dalam kasus yang terjadi antara Indonesia dan Vietnam berlokasi di Laut Natuna Utara, yang mana terdapat wilayah tumpang tindih antara ZEE Indonesia dan ZEE Vietnam. Dalam rezim ZEE, negara berhak untuk melakukan penegakan hukum sesuai dengan peraturan nasional masing-masing negara. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 73 ayat (1) UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa :
“The coastal State may, in the exercise of its sovereign rights to explore, exploit, conserve and manage the living resources in the exclusive economic zone, take such measures, including boarding, inspection, arrest and judicial proceedings, as may be necessary to ensure compliance with the laws and regulations adopted by it in conformity with this Convention.” (Artinya : Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di ZEE mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini).
Dijelaskan dalam pasal tersebut bahwa negara memiliki hak untuk melaksanakan penegakan hukum yaitu, ‘menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan’. Dalam kasus antara Indonesia dan Vietnam, yang mana wilayah ZEE kedua negara belum ditentukan, kedua negara tetap berhak untuk melaksanakan penegakan hukum. Namun, yang perlu diperhatikan kembali adalah, harus ada perjanjian sementara antara kedua negara yang mana, telah dijelaskan dalam UNCLOS 1982 Pasal 74 Ayat (3) yaitu :

“Pending agreement as provided for in paragraph 1, the States concerned, in a spirit of understanding and cooperation, shall make every effort to enter into provisional arrangements of a practical nature and, during this transitional period, not to jeopardize or hamper the reaching of the final agreement. Such arrangements shall be without prejudice to the final delimitation.” (Artinya : Sambil menunggu persetujuan sebagaimana ditentukan dalam ayat 1, Negara-negara yang bersangkutan, dengan semangat saling pengertian dan kerja sama, harus membuat segala usaha untuk mengadakan pengaturan sementara yang bersifat praktis dan, selama masa peralihan ini, tidak membahayakan atau mengganggu pencapaian persetujuan yang tuntas. Pengaturan demikian tidak boleh merugikan penetapan garis batas yang tuntas).
Dijelaskan bahwa ketika antar kedua negara belum ditetapkan secara resmi batas ZEE, negara harus membuat perjanjian sementara yang bersifat praktis untuk menghindari adanya suatu konflik. Seperti yang dicontohkan melalui MoU Indonesia dengan Malaysia mengenai Penegakan Hukum dan Perlakuan Terhadap Nelayan (Memorandum of Understanding on the Common Guidelines Concerning Treatment of Fishermen by Maritime law Enforcement Agencies), dalam Pasal 3b yang mana menyatakan, bila terjadi suatu pelanggaran kasus dalam penangkapan ikan maka :

“Inspection and request to leave the area shall be conducted promptly towards all fishing boats, except for those using illegal fishing gears, such as explosives, electrical and chemical fishing gears;” (Artinya : Inspeksi dan permintaan untuk meninggalkan daerah itu harus dilakukan segera terhadap semua kapal nelayan kecuali bagi mereka yang menggunakan alat tangkap ilegal seperti bahan peledak, alat penangkapan ikan listrik dan kimia;).
Dalam nota kesepakatan tersebut, telah disepakati bahwa apabila terjadi penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan tradisional di perairan perbatasan yang belum ditentukan, maka otoritas dari kedua negara tidak akan melakukan penangkapan, namun hanya akan memberi peringatan untuk meninggalkan wilayah tersebut kecuali, jika nelayan menggunakan ‘alat tangkap ilegal seperti bahan peledak, alat penangkapan ikan listrik dan kimia’. Namun. dalam kasus antara Indonesia dan Vietnam belum terdapat suatu perjanjian ataupun pedoman sementara untuk melaksanakan tindakan di wilayah tumpang tindih tersebut (Avisena 2019). Sehingga, tindakan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan internasional lain yang berlaku.


Pada ketentuan hukum Internasional yang bersumber dari putusan International Court of Justice (ICJ) dalam putusan pengadilan Arbitrase kasus Guyana v. Suriname. Pengadilan menegaskan bahwa adanya tiga prinsip dasar yang mengatur penggunaan kekuatan untuk penegakan hukum di laut yaitu (United Nation 2007):

a. Prinsip Tidak Dapat Dihindari (The principle of unavoidability)

Seperti yang dikeluarkan dalam Prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Petugas Penegak Hukum (Prinsip PBB) yang tercantum dalam Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials Adopted by the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba, 27 August to 7 September 1990 yang berisi bahwa : 
“Law enforcement officials, in carrying out their duty, shall, as far as possible, apply non-violent means before resorting to the use of force and firearms. They may use force and firearms only if other means remain ineffective or without any promise of achieving the intended result..” (Artinya : Aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya sedapat mungkin menerapkan tindakan tanpa kekerasan yang berarti sebelum menggunakan kekuatan dan senjata api. Penegak hukum dapat menggunakan kekerasan dan senjata api hanya jika tindakan yang lain tidak efektif atau tanpa hasil yang diinginkan).
Penggunaan kekuatan atau senjata api yang 'tidak dapat dihindari' adalah ketika 'cara lain tetap tidak efektif sehingga tidak mencapai hasil yang diinginkan'. Dalam praktiknya, termasuk dalam operasi angkatan laut, hal ini terjadi jika tidak ada cara efektif untuk menghentikan kapal selain menggunakan kekerasan atau senjata api (Tondini 2017).
b. Prinsip Kelayakan (The principle of reasonableness)

Kriteria kewajaran sangat penting dalam mengidentifikasi cara/metode penggunaan kekuatan yang paling tepat di antara prinsip yang ada bagi petugas penegak hukum (Tondini 2017). Jika sebuah kapal militer diwajibkan untuk menggunakan kekuatan untuk menghentikan kapal asing maka tindakan yang dilakukan diharapkan memiliki tingkat kecelakaan serendah-rendahnya dan tidak membahayakan awak kapal serta membuat kapal tersebut langsung berhenti ketika tertabrak seperti, buritan atau ruang mesin setelah awak meninggalkan daerah tersebut. Dalam praktik angkatan laut internasional, ini biasanya disebut dengan 'disabling fire’ atau mematikan api (US DoD 2010).
c. Prinsip Kebutuhan dan Proporsionalitas (The principle of necessity and proportionality)

Prinsip kebutuhan, dalam hukum internasional, dikaitkan dengan pengusiran terhadap kapal asing yang berada di wilayah perairan negara pantai (Francioni 1985). Prinsip kebutuhan juga membenarkan penggunaan kekuatan untuk tujuan menangkap dan menaiki kapal atau kapal selam asing bila diperlukan untuk mencegah informasi penting (Boed 2000), materi, atau perangkat lain agar tidak dikeluarkan secara ilegal dari teritorial laut negara pantai.

Ketika suatu negara tidak menuruti peringatan yang diberikan oleh negara pantai untuk meninggalkan wilayahnya, maka prinsip proporsionalitas bekerja. Proporsionalitas mengacu pada pilihan berikutnya dari negara pantai. Jika kapal asing tidak segera meninggalkan wilayah yang merupakan yurisdiksi negara pantai, maka negara pantai dimungkinkan dapat dilakukan penggunaan kekuatan yang terbatas dan terkendali (Tondini 2017) untuk memberikan peringatan terakhir, misalnya dengan menembak cangkang padat di dekat kapal atau ledakan muatan kedalaman untuk membuat kapal selam muncul dan mengidentifikasi dirinya sendiri (Francioni 1985).

Kasus antara Guyana v. Suriname merupakan kasus yang berhubungan dengan keabsahan tindakan sepihak tertentu dan tindakan balasan yang dilakukan oleh masing-masing Negara atas suatu wilayah di mana kedua Negara mengklaim dari ZEE dan landas kontinen tumpang tindih (United Nation 2007). Hal ini serupa dengan kasus yang terjadi di Laut Natuna Utara, baik Indonesia maupun Vietnam sama-sama mengklaim bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah masing-masing negara, sehingga tindakan yang dilakukan berdasarkan yurisdiksi dari negara tersebut. Namun, tindakan-tindakan yang dalam hal ini termasuk penegakan hukum oleh militer, harus disertai dengan prinsip penggunaan kekuatan yang diperbolehkan.

Meski UNCLOS 1982 dibuat untuk tujuan damai bukan untuk operasi militer di laut serta melarang adanya penggunaan kekuatan, tetapi Konvensi ini tidak melarang kegiatan kapal dan pesawat militer dalam menjaga kedaulatan negara pantai masing-masing (M Iman 2017). Oleh karena itu, dalam rangka pengamanan kepentingan negara pesisir, UNCLOS 1982 mengatur tentang pertahanan dan keamanan nasional negara pantai sesuai dengan sistem maritim masing-masing, baik di perairan pedalaman, perairan kepulauan, lautan. atau perairan teritorial., Kawasan lain, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, dan di laut lepas.

Pelaksanaan penegakan hukum sendiri sangat terikat erat dengan adanya kekuasaan, yurisdiksi dan otorisasi (McLaughlin 2016). Dalam hal ini kedua negara baik, Indonesia maupun Vietnam telah mengabaikan Pasal 74 Ayat (3) UNCLOS 1982 mengenai perjanjian sementara batas wilayah yang belum ditentukan. Lokasi insiden tersebut, merupakan wilayah tumpang tindih ZEE antara Indonesia dan Vietnam, sehingga itu menjadi hak kedua negara. Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki kekuasaan atas wilayah di Laut Natuna Utara, memiliki kewenangan untuk melindungi kedaulatan wilayahnya. Hal itu dibuktikan dengan adanya patroli di wilayah tersebut. yang dilakukan oleh Kapal KRI TJIPTADI-381. Ketika melihat KIA Vietnam melakukan tindakan penangkapan ikan di wilayah ZEE Indonesia maka, hal tersebut merupakan suatu kewajiban dari awak kapal untuk melakukan pemeriksaan dan interogasi. Cara yang dilakukan oleh Kapal KRI TJIPTADI-381 sendiri tidaklah melanggar hukum internasional dalam hal ini adalah aturan Pasal 73 Ayat (1) UNCLOS 1982. Tindakan yang dilakukan yaitu, membawa KIA Vietnam tersebut ke pos terdekat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan hal itu sama sekali tidak melanggar prinsip-prinsip mengenai penggunaan kekuatan oleh militer untuk penegakan hukum.
Keabsahan Tindakan Penubrukan yang dilakukan Oleh Kapal Coast Guard Vietnam di Wilayah Tumpang Tindih ZEE Indonesia-Vietnam Menurut Hukum Internasional

Berkaitan dengan kasus Tubrukan antara Indonesia dan Vietnam yang terdapat di wilayah tumpang tindih ZEE dan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ketika antar negara belum ditentukan suatu batas maritim, maka negara harus membuat perjanjian sementara. Dalam UNCLOS 1982 pada Pasal 74 Ayat (3) menyatakan bahwa :
“Pending agreement as provided for in paragraph 1, the States concerned, in a spirit of understanding and cooperation, shall make every effort to enter into provisional arrangements of a practical nature and, during this transitional period, not to jeopardize or hamper the reaching of the final agreement. Such arrangements shall be without prejudice to the final delimitation.” (Artinya : Sambil menunggu suatu persetujuan sebagaimana ditentukan dalam ayat 1, Negara-negara yang bersangkutan, dengan semangat saling pengertian dan kerja sama, harus melakukan setiap usaha untuk mengadakan pengaturan sementara yang bersifat praktis dan, selama masa peralihan ini, tidak membahayakan atau menghalangi dicapainya suatu persetujuan akhir. Pengaturan demikian tidak boleh merugikan bagi tercapainya penetapan akhir mengenai perbatasan).
Dalam hal negara sedang membuat perjanjian sementara, negara yang bersangkutan ‘tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang merugikan, termasuk dalam hal ini melakukan maneuver-manuver berbahaya dalam situasi damai, hingga tercapainya suatu kesepakatan.’ Hal hak tersebut sangat erat kaitannya dengan adanya itikad baik antara kedua negara. Sehingga, ketika suatu negara belum memiliki suatu perjanjian sementara alangkah baiknya bila kedua negara saling menjaga perdamaian di laut dengan tidak melakukan tindakan yang berbahaya, seperti menabrak kapal lain hingga memicu adanya konflik.

Mengenai tubrukan di laut sendiri, sebenarnya telah diatur dalam COLREG (Convention On the International Regulation For Preventing Collisions at Sea 1972) yang mana konvensi ini merupakan sebuah konvensi internasional yang digagas oleh International Maritime Organization (IMO). COLREG atau dalam bahasa Indonesia biasa dikenal dengan Peraturan Pencegahan Tubrukan Laut (P2TL), berlaku pada setiap kapal termasuk kapal militer dan kapal perang. Hal tersebut sesuai dengan fungsi COLREG yaitu sebagai aturan dan tata cara pencegahan tubrukan di laut. Saat ini COLREG telah mengalami 4 (empat) kali amendemen yaitu pada tahun 1987,1989,1993, dan 2001 semenjak rilis pertamanya pada tahun 1972. 

COLREG memiliki 41 aturan yang terbagi dalam 6 Bagian. Selain itu COLREG juga memiliki 4 Annex yang tercantum menjadi satu dalam konvensi yang dikeluarkan oleh IMO tersebut. Saat ini COLREG mengatur perilaku awak kapal saat berlayar di ketinggian air. Sebagai langkah preventif, COLREG sangat penting untuk mencegah terjadinya tabrakan. Tidak menerapkan COLREG dengan baik, dapat berdampak buruk pada keselamatan kapal. Dalam kasus kecelakaan karena tabrakan kapal, COLREG juga harus dipertimbangkan saat sidang di pengadilan.

Dalam kasus tubrukan antara Kapal KRI TJIPTADI-381 milik Indonesia dan Kapal Coast Guard milik Vietnam sendiri, terjadi diakibatkan karena tindakan sepihak yang dilakukan oleh Indonesia dalam menegakkan hukum di wilayah Laut Natuna Utara. Sehingga, hal tersebut memicu tindakan pembelaan diri (self-defense) dari Kapal Coast Guard milik Vietnam yang mana diketahui bahwa, Vietnam juga mengklaim bahwa wilayah tersebut juga merupakan wilayah ZEE milik-nya. Akibat hal itu, Kapal Coast Guard Vietnam nekat menabrakkan diri ke Kapal KRI TJIPTADI-381 guna menyelamatkan kapal nelayan milik Vietnam yang tertangkap.

Pada dasarnya, penggunaan kekuatan militer di laut, tidak hanya boleh digunakan untuk melaksanakan penegakan hukum, tetapi penggunaan kekuatan juga dapat digunakan sebagai hak bela diri (self-defense) bila memang terdapat sesuatu hal yang memungkinkan untuk dilakukan nya hak bela diri (Bardin 2002). Dalam hukum internasional, ketika terjadi suatu keadaan tidak damai (perang) penggunaan hak bela diri hanya boleh dilakukan ketika suatu negara mendapatkan serangan senjata dari pihak asing (Upeniece 2018). Namun, dalam keadaan damai penggunaan kekuatan untuk self-defense hanya boleh dilakukan ketika memenuhi beberapa prinsip hukum yang berlaku. Salah satunya adalah prinsip dalam putusan Guyana v. Suriname. Terdapat prinsip dan standar yang mengatur penggunaan kekuatan di laut menyangkut hak bela diri yaitu, prinsip kebutuhan (necessity) dan proporsionalitas (proportionality) serta aturan-aturan lainnya yang berlaku untuk hal tersebut (Kwast 2008). Diperlukannya prinsip tersebut salah satunya adalah untuk melindungi pihak-pihak yang berada di atas kapal.

Perlindungan terhadap awak kapal pada dasarnya telah tercantum dalam salah satu konvensi internasional mengenai keselamatan di laut atau sering disebut dengan SOLAS (International Convention For the Safety Of Life At Sea 1974). Konvensi ini adalah perjanjian keselamatan pelayaran internasional dari International Maritime Organization (IMO), badan PBB yang membidangi pelayaran dan kelautan. SOLAS mengatur keselamatan jiwa di laut, yang mencakup segala jenis kapal laut, termasuk kapal militer yang digunakan untuk melindungi wilayah suatu negara. Kapal KRI Tjiptadi-381 merupakan kapal militer yang difungsikan untuk menjaga wilayah perbatasan Indonesia. Sedangkan, kapal Coast Guard Vietnam juga merupakan kapal militer sehingga, ketentuan dalam SOLAS juga berlaku untuk kedua kapal tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut, tindakan yang dilakukan oleh Kapal Coast Guard Vietnam dalam menyelamatkan KIA Vietnam dari tangkapan Kapal KRI TJIPTADI-381 tidak dapat dibenarkan. Hal tersebut dikarenakan, saat melakukan penyelamatan, Kapal Coast Guard Vietnam menabrakkan kapalnya ke lambung Kapal KRI TJIPTADI-381. Meskipun, tidak terdapat kerugian yang signifikan terkait tindakan berbahaya yang dilakukan, namun tindakan tersebut dapat membahayakan awak kapal. Hal tersebut dikarenakan, Kapal Coast Guard Vietnam tersebut tidak hanya menabrakkan diri ke kapal Indonesia akan tetapi juga ke kapal nelayan Vietnam hingga KIA tersebut bocor dan tenggelam (CNN Indonesia 2019). Terlebih insiden tubrukan kapal tersebut tepat berada di wilayah tumpang tindih ZEE dimana, hukum nasional dan internasional berlaku. Ketika salah satu negara melakukan manuver berbahaya akan timbul konflik yang lebih besar seperti putusnya hubungan diplomatik antar negara.

Selain melanggar, Pasal 74 Ayat (3) UNCLOS 1982, tindakan yang dilakukan oleh Coast Guard Vietnam juga melanggar aturan dalam COLREG mengenai pencegahan tubrukan kapal di laut serta SOLAS mengenai keselamatan pelayaran. Bila Vietnam mengklaim bahwa itu merupakan suatu tindakan pembelaan diri, hal tersebut juga tidak dapat dibenarkan. Karena, dalam konsep hukum internasional mengenai self-defense dinyatakan bahwa, harus ada suatu ancaman berupa serangan bersenjata. 
Dalam insiden tersebut, Indonesia tidak memberikan serangan bersenjata dalam bentuk apapun. Selain itu, terdapat ukuran untuk melakukan pembelaan diri yaitu dengan syarat proportionality dan necessity. Cara yang dilakukan oleh Coast Guard Vietnam dengan menabrakkan kapalnya ke kapal militer Indonesia jelas tidak memenuhi kedua prinsip tersebut. Sehingga tindakan Vietnam juga tidak bisa dikatakan sebagai hak bela diri atau self-defence.
Sengketa Batas Wilayah ZEE Antara Indonesia dan Vietnam di Wilayah Laut Natuna Utara

Indonesia merupakan negara kepulauan yang berbatasan dengan sepuluh negara yaitu, Malaysia, Vietnam, Filipina, Singapura, Thailand, India, Papua Nugini, Timor Leste, Palau dan Australia (Arsana 2014) (Ri et al. 2011). Dari ke-sepuluh negara tersebut, masih ada batas maritim yang belum ditentukan. Salah satunya, Indonesia memiliki batas laut dengan Vietnam dan mereka masih dalam perselisihan mengenai ZEE di Laut Natuna Utara. Namun, pada tahun 2003, Indonesia dan Vietnam berhasil menyepakati perundingan landas kontinen dan menandatangani perjanjian landas kontinen antara kedua negara (Forbes, 2014). Batas Landas Kontinen ini ditetapkan setelah melalui perundingan sekitar tiga dasawarsa (Geodesi et al. 2018). 

Pengaturan Landas kontinen dan ZEE itu tidak dapat disamakan, karena masing-masing wilayah tersebut memiliki perbedaan dalam sistem pengaturannya (Maulidya et al. 2018). Untuk menyelesaikan masalah ZEE pada tahun 2019, Presiden Indonesia Joko Widodo mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc pada KTT ASEAN ke-34 di Bangkok (Septiari 2019). Pertemuan tersebut ditindaklanjuti dengan pertemuan khusus antara kedua menteri luar negeri pada Pertemuan Tingkat Menteri dan Dialog Kemitraan ASEAN di tahun yang sama (Indonesian Ministry of Foreign Affairs 2019). Menariknya, gagasan pengaturan sementara muncul dari hasil pembicaraan kedua menteri (Indonesian Ministry of Foreign Affairs 2019). Namun, hingga saat ini belum ada tindakan lebih lanjut mengenai hal tersebut (Aziz et al. 2020).
Gambar 1.1
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Wilayah tumpang tindih ZEE antara Vietnam dan Indonesia di Laut Natuna Utara, seperti digambarkan pada Gambar di atas, kaya akan stok perikanan, bahan tambang dan sumber mineral lainnya (Kompas 2020). Mengingat banyaknya kekayaan sumber daya perikanan di wilayah ZEE yang disengketakan, tidak mungkin untuk mendorong kedua negara bersepakat secepatnya. Ego negara di wilayah sengketa hanya untuk menunjukkan nasionalisme sempit (Aziz et al. 2020). Keinginan yang kuat akan merugikan Indonesia sendiri. Oleh karena itu, aturan internasional yang diatur dalam UNCLOS 1982 harus ditaati. Opsi pengaturan sementara berdasarkan Pasal 74 (3) UNCLOS 1982 adalah relevan dan realistis untuk diterapkan.


Dalam kasus sebelumya, yaitu antara Indonesia dan Malaysia, juga terjadi tumpang tindih ZEE tepat di selat malaka. Namun, telah tercapai suatu kesepakatan sementara mengenai batas wilayah ZEE yang dibuktikan dengan adanya MoU antara kedua negara (Widodo 2017). Penetapan batas maritim sangatlah sulit untuk dicapai dan memerlukan waktu yang lama. Sehingga, diperlukan adanya suatu perjanjian sementara antara kedua negara yang ZEE-nya mengalami overlapping atau tumpang tindih. Dengan demikian, selain kedua negara menegakkan aturan yang telah ditetapkan dalam UNCLOS, kedua negara tersebut juga berperan dalam menjaga kemanan dan ketertiban di laut.


Aturan yang ada dalam UNCLOS sebisa mungkin harus dilaksanakan oleh setiap negara anggota. Indonesia dan Vietnam merupakan negara yang telah meratifikasi UNCLOS 1982. Hal tersebut menjadikan kewajiban bagi kedua negara untuk mematuhi aturan terkait pembuatan perjanjian sementara di wilayah ZEE. Bila hal tersebut tidak dilaksanakan, maka akan banyak permasalahan yang terjadi antara kedua negara. Salah satu kasus yang terjadi yaitu, berdasarkan data kementrian kelautan dan perikanan terdapat 488 kapal pelaku Illegal, Unreported, Unregulated Fishing atau biasa disingkat IUU Fishing yang ditenggelamkan antara Oktober 2014 hingga Agustus 2018 (Lilly 2018). 


Sebagian besar kapal-kapal tersebut merupakan kapal berbendera Vietnam, yang jumlahnya mencapai 276 kapal (Lilly 2018). Jumlah ini lebih banyak dibandingkan dengan kapal berbendera asing asal Filipina, Thailand, Malaysia, Papua Nugini, dan Cina. Kemudian pada tanggal 27 April tahun 2019, terdapat insiden tubrukan kapal antara KRI TJIPTADI-381 dan Kapal Coast Guard Vietnam di wilayah laut Natuna Utara (Hadi 2019). Saat kejadian tersebut terjadi, kedua negara juga meng-klaim secara sepihak bahwa wilayah dimana tempat insiden tersebut merupakan wilayah dari kedua negara (Danu 2019). Masalah-masalah yang terjadi akibat belum pastinya batas wilayah tersebut, jika tidak segera ditangani maka akan merusak hubungan baik antara kedua negara.


Meski proses delimitasi batas maritim memerlukan waktu yang sangat lama, bahkan hingga bertahun-tahun, hal tersebut harus tetap dilakukan. Permasalahan terkait batas maritim sangatlah penting untuk menentukan kedaulatan suatu negara. Apalagi, hal tersebut terjadi di wilayah ZEE, dimana di wilayah tersebut hukum nasional negara dan hukum internasional berperan sangat penting. Meskipun hubungan antara Indonesia dan Vietnam yang sangat baik yang dibuktikan dengan adanya kesepakatan dalam rangka Strategic Partnership pada tahun 2013 (Hibatullah 2015). Namun tetap saja, bila kedua negara ingin memperkuat hubungan bilateral mereka, maka penting bagi kedua negara untuk saling menyelesaikan masalah persengketaan wilayah mereka. Dengan begitu hubungan yang telah terjalin antara kedua negara tidak rusak begitu saja.
Bentuk Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih ZEE di Laut Natuna Utara Antara Indonesia dan Vietnam

Sengketa batas laut adalah sengketa yang berkaitan dengan penetapan batas wilayah laut yang berbeda antar negara. Sengketa batas laut sebagian besar berkaitan dengan delineasi garis pangkal (baseline) dan delimitasi laut teritorial, ZEE, dan landas kontinen (Hasan et al. 2019). Sengketa batas laut sendiri dapat timbul akibat dari klaim sepihak negara pantai atas zona maritim yang tumpang tindih (Izzati, Permata, and Santalia 2020). Terdapat dua mekanisme penyelesaian sengketa secara damai berdasarkan Hukum Laut Internasional, yaitu melalui mekanisme non-litigasi dan litigasi.

Melalui mekanisme non-litigasi, telah dijelaskan pada Bagian 1 dari Bagian XV dalam Pasal 279 UNCLOS 1982 mengenai kewajiban untuk menyelesaikan sengketa secara damai dengan prosedur non-wajib dapat dilaksanakan sesuai Pasal 33 Ayat (1) Piagam PBB dimana pasal tersebut berisi:

“The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, inquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice.” (Artinya: Para pihak yang berselisih, yang kelanjutannya kemungkinan besar akan membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, pertama-tama harus mencari solusi melalui negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian yudisial, menggunakan badan-badan regional atau pengaturan, atau cara damai lainnya berdasarkan pilihan mereka sendiri).
Pasal ini mengarahkan para pihak yang berselisih untuk penyelesaian secara damai dengan cara non litigasi yaitu melalui, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase.


Pada dasarnya, permasalahan terkait pelanggaran penggunaan kekuatan dan klaim sepihak mengenai batas laut antara Indonesia dengan Vietnam terjadi akibat dari tumpang tindih ZEE kedua negara di atas wilayah Laut Natuna Utara. Disamping itu, hubungan antara Indonesia dan Vietnam sendiri telah terjalin dengan baik selama bertahun-tahun. Sehingga, untuk mempertahankan hubungan tersebut, diperlukan adanya penyelesaian sengketa wilayah yang dapat menampung keinginan kedua belah pihak secara adil. 


Terdapat berbagai macam bentuk mekanisme penyelesaian sengketa wilayah laut yang dapat ditempuh oleh kedua negara berdasarkan hukum laut internasional (Jamine 2007). Dari banyaknya macam bentuk mekanisme tersebut, cara pertama yang dapat dilakukan oleh kedua negara yaitu dengan negosiasi. Ketika terjadi sengketa maritim antara negara, langkah awal dan terpenting untuk menyelesaikan sengketa adalah dengan melakukan negosiasi (Pratomo 2018). Para pihak yang bersengketa bebas untuk membentuk negosiasi sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri dan tidak ada pihak yang dapat memaksakan untuk ikut dalam negosisasi (Hasan et al. 2019).


Saat ini, kedua negara dapat melakukan negosiasi bilateral untuk mengatur kriteria mengenai delimitasi ZEE antara negara yang pantainya bersebelahan atau berseberangan yang kemudian disepakati atau disetujui dengan perjanjian (by agreement). Hal tersebut sesuai dengan sumber-sumber hukum internasional yang tercantum dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, yaitu :

“The Court, whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are submitted to it, shall apply: a. international conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting states; b. international custom, as evidence of a general practice accepted as law; c. the general principles of law recognized by civilized nations; d. subject to the provisions of Article 59, judicial decisions, and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law.” (Artinya : Pengadilan, yang fungsinya untuk memutuskan menurut hukum internasional perselisihan yang diajukan kepadanya, akan menerapkan: a. konvensi internasional, baik umum atau khusus, menetapkan aturan yang secara tegas diakui oleh negara peserta; b. kebiasaan internasional, sebagai bukti dari praktik umum yang diterima sebagai hukum; c. prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh negara-negara beradab; d. tunduk pada ketentuan Pasal 59, keputusan yudisial, dan ajaran dari humas paling berkualifikasi tinggi dari berbagai negara, sebagai sarana pendukung untuk penetapan aturan hukum).

Perjanjian-perjanjian yang disebutkan dalam pasal tersebut dapat dibuat oleh negara yang bersengketa demi tercapainya equitable solution. Rumusan equity principle sendiri tidak menentukan metode tertentu, namun hanya mensyaratkan adanya equitable solution (Satriyo Kusumo and Leksono 2013). Untuk memperoleh equitable solution, hal tersebut dapat ditempuh kedua negara dengan melakukan survei bersama terkait wilayah yang disengketakan kemudian menarik garis ekuidistan (garis sementara) berdasarkan prinsip jarak sama (equity principle) (I Made Andi 2007). Solusi tersebut juga disebut sebagai two stage approach dan pernah digunakan di negara Libya-Malta dan Greenland-JanMayen untuk menentukan batas wilayah mereka (Churchill and Lowe 1988).


Ketika proses bernegosiasi berlangsung, sebagian besar pihak gagal untuk sampai pada sebuah solusi (Hasan et al. 2019). Hal tersebut mungkin saja juga terjadi antara Indonesia dan Vietnam saat proses negosiasi terkait wilayah tumpang tindih Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) mereka. Berdasarkan prespektif penyelesaian sengketa, ada dua cara untuk menentukan batas maritim. Cara tersebut dapat dipertimbangkan langsung oleh kedua negara berdasarkan kesepatan bilateral, jika diplomasi gagal, maka dapat diteruskan melalui perantara pihak ketiga (mediasi dan konsiliasi) atau melalui putusan arbitrase internasional (Igor 2012). Namun, mediasi dan konsiliasi sangatlah jarang digunakan oleh negara yang bersengketa. Berdasarkan kasus yang telah ada, setelah proses negosiasi tidak berhasil maka kedua negara akan langsung mencari penyelesaian sengketa yang berkekuatan final and binding (Aceris Law 2015). 
Sehingga setelah negosisasi, negara yang bersengketa akan  langsung ke Arbitrase maupun ke proses litigasi. Putusan arbitrase internasional memang bersifat final and binding, akan tetapi di dalam Lampiran VII Konvensi Hukum Laut 1982 tidak ada ketentuan mengenai pelaksanaan putusan, dalam kata lain Permanenet Court of Arbitration (PCA) tidak memiliki kekuatan untuk melakukan pemaksaan sehingga akhirnya kembali lagi ke itikad baik (good faith) para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut (Darajati, Adolf, and Idris 2018).


Jika jalan non-litigasi yang ditempuh oleh Indonesia dan Vietnam tidak berhasil, UNCLOS 1982 memberikan jalan lain yang mungkin dapat diambil yaitu, mekanisme penyelesaian dengan jalur litigasi (David 2006) yang telah tercantum dalam UNCLOS Pasal 287 Ayat (1) UNCLOS 1982 yaitu :

“When signing, ratifying, or acceding to this Convention or at any time thereafter, a State shall be free to choose, by means of a written declaration, one or more of the following means for the settlement of disputes concerning the interpretation or application of this Convention: (a) the International Tribunal for the Law of the Sea established in accordance with Annex VI; (b) the International Court of Justice; (c) an arbitral tribunal constituted in accordance with Annex VII; (d) a special arbitral tribunal constituted in accordance with Annex VIII for one or more of the categories of disputes specified therein” (Artinya: Pada waktu menandatangani, meratifikasi atau aksesi pada Konvensi ini atau pada setiap waktu setelah itu, suatu Negara bebas untuk memilih, dengan membuat pernyataan tertulis, satu atau lebih dari cara-cara berikut untuk menyelesaikan sengketa perihal interpretasi atau penerapan Konvensi ini : (a) Mahkamah Internasional Hukum Laut yang dibentuk sesuai denngan Lampiran VI; (b) Mahkamah Internasional; (c) suatu mahkamah arbitrasi khusus yang dibentuk sesuai dengan Lampiran VIII; (d) suatu mahkamah arbitrasi khusus yang dibentuk sesuai dengan Lampiran VIII untuk satu jenis sengketa atau lebih yang tertera didalamnya).
Disebutkan dalam pasal tersebut bahwa, setiap negara memiliki hak untuk bebas memilih satu atau lebih cara untuk menyelesaikan perselisihan mereka berdasarkan interpretasi dan penerapan UNCLOS 1982. Meskipun UNCLOS merupakan instrumen hukum laut yang utama, namun, Instrumen ini memiliki sedikit batasan dalam penerapannya terhadap negara yang bersengketa (Hasan et al. 2019). Sengketa tidak akan dapat diselesaikan apabila para pihak yang bersengketa belum memilih prosedur penyelesaian sengketa berdasarkan Konvensi dan meratifikasinya.


Indonesia dan Vietnam, masing-masing telah meratifikasi UNCLOS 1982 (United Nations 2020) sehingga, kedua negara secara ipso facto dapat menyelesaiakan sengketa sesuai dengan mekanisme yang telah tercantum dalam konvesi tersebut. Ketika kedua negara tidak dapat mencapai kesepakatan saat penyelesaian secara non-litigasi, cara terakhir yang dapat ditempuh kedua negara untuk menetapkan batas maritim tersebut yaitu dengan mengajukan ke International Court of Justice (ICJ). Tribunal ini berlokasi di Istana Perdamaian di Den Haag (Belanda). Peran ICJ adalah untuk menyelesaikan sengketa sesuai dengan hukum internasional, perselisihan hukum yang diajukan oleh Negara dan memberikan pendapat penasehat tentang pertanyaan hukum yang dirujuk oleh badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berwenang dan badan-badan khusus (International 2017). Putusan yang dikeluarkan ICJ bersifat Final and Binding. Indonesia sendiri pernah berperkara di ICJ. 
Namun pada tribunal ini, Indonesia memiliki pengalaman buruk pada waktu penyelesian antara Indonesia dan Malaysia terkait pulau Sipadan dan Ligitan (Hikmahanto 2003). Hal ini terkait dengan lamanya proses penyelesaian sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan pada saat diajukan ke ICJ. Selain ICJ, penyelesaian sengketa wilayah laut juga dapat diajukan ke International Tribunal law of The Sea (ITLOS).

ITLOS sendiri merupakan salah satu pengadilan internasional untuk penyelesaian berbagai jenis sengketa maritim di bawah Konvensi Hukum Laut. Kantor Mahkamah Hukum Laut Internasional terletak di Kota Hamburg, Jerman. ITLOS memiliki dua yurisdiksi yaitu, yurisdiksi kontroversial untuk menyelesaiakan sengketa berdasarkan UNCLOS 1982 dan yurisdiksi untuk memberikan nasihat. Berdasarkan Pasal 20 Statuta Mahkamah Hukum Laut Internasional menyatakan Bahwa :

“1. The Tribunal shall be open to States Parties. 2. The Tribunal shall be open to entities other than States Parties in any case expressly provided for in Part XI or in any case submitted pursuant to any other agreement conferring jurisdiction on the Tribunal which is accepted by all the parties to that case.” (Artinya: 1. Pengadilan harus terbuka untuk Negara-Negara Pihak. 2. Pengadilan akan terbuka kepada entitas-entitas lain dari Negara-Negara Pihak dalam kasus secara tegas diatur dalam Bagian XI atau dalam hal apapun yang diajukan berdasarkan berunding perjanjian lainnya di yurisdiksi Pengadilan yang diterima oleh semua pihak dalam kasus tersebut).
Berdasarkan pasal tersebut, negara merupakan satu-satunya subjek yang dapat berpekara di ITLOS. Putusan yang diberikan oleh ITLOS sendiri merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (final and binding). Sehingga, putusan yang telah dikeluarkan, wajib dipatuhi oleh kedua negara yang bersengketa. 


Sampai saat ini, sengketa masuk ke ITLOS, lebih banyak mengenai masalah ZEE. Meskipun pengadilan ini tergolong baru dibandingkan dengan ICJ, namun sejumlah negara seperti Perancis, Inggris, Yaman, Jepang, Panama, New Zealand dan Australia memilih ITLOS untuk menyelesaikan sengketa kelautan mereka (Anshuman 2006). Melihat dari kasus-kasus yang diselesaikan oleh ITLOS, maka pengadilan tersebut bisa menjadi tempat penyelesaian sengketa pilihan yang tepat untuk kasus Indonesia dan Vietnam dalam menyelesaikan tumpang tindih ZEE di laut Natuna Utara.

International Court of Justice (ICJ) merupakan pengadilan yang berwenang menyelesaikan berbagai kasus sengketa internasional tidak hanya kasus hukum laut saja, sehingga proses penyelesaiannya dapat memakan waktu yang cukup lama. Pada saat penyelesaian kasus Sipadan dan Ligitan, Indonesia harus menunggu secara bergiliran peninjauan perkara lain oleh ICJ. Berbeda halnya jika kasus sengketa laut antara Indonesia dan Vietnam diselesaikan melalui ITLOS, karena ITLOS mengkhususkan diri dalam menangani sengketa terkait sengketa laut. Terlebih, ITLOS memiliki kamar sengketa khusus terkait dengan penyelesaian delimitasi batas maritim yaitu Chamber for Maritime Delimitation Disputes. 
Berdasarkan faktor-faktor tersebut otomatis penyelesaian delimitasi batas maritim antara Indonesia dan Vietnam akan lebih cepat bila diselesaikan melalui ITLOS (Puspoayu and Sari 2019). Kecepatan dalam penyelesaian kasus delimitasi batas maritim ini sangatlah penting. Hal ini tidak lain adalah, agar segera tercapainya suatu penetapan batas maritim, sehingga tidak terjadi kasus-kasus lain yang timbul antara Indonesia dan Vietnam terkait penggunaan kekuatan di wilayah tumpang tindih ZEE di wilayah Laut Natuna Utara.
PENUTUP
Simpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan pada pembahasan untuk menjawab rumusan masalah, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
1. Tindakan yang dilakukan oleh Indonesia sah sebagai penegakan hukum dikarenakan sesuai dengan prosedur penegakan hukum di wilayah ZEE berdasarkan Pasal 73 UNCLOS 1982. Sedangkan, tindakan yang dilakukan oleh Vietnam tidaklah sah, dikarenakan Vietnam menabrakkan kapalnya ke lambung kapal KRI TJIPTADI-381 milik Indonesia serta salah satu kapal nelayan Vietnam hingga tenggelam. Hal tersebut, telah melanggar Pasal 301 tentang prinsip non-use of force, aturan COLREGS (Convention On the International Regulation For Preventing Collisions at Sea 1972) dan SOLAS (International Convention For the Safety Of Life At Sea 1974).
2. Mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh kedua negara dalam sengketa ZEE tumpang tindih di wilayah laut natuna utara yaitu :
a. Negosiasi bilateral untuk menetapkan batas wilayah ZEE dengan membuat perjanjian (by agreement) sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional untuk mencapai equitable solution antar kedua negara.

b. Membawa permasalahan tersebut ke ITLOS (International Tribunal Law of The Sea) yang memiliki yurisdiksi untuk menyelesaikan sengketa khusus kelautan. Indonesia dan Vietnam merupakan negara yang telah meratifikasi UNCLOS 1982, maka secara ipso facto dapat berperkara di ITLOS. Putusan yang dikeluarkan ITLOS juga bersifat final dan mengikat sehingga, wajib untuk kedua belah pihak mematuhi putusan tersebut.
Saran
1. Indonesia dan Vietnam diimbau untuk tidak melakukan tindakan-tindakan ataupun penegakan hukum dengan cara represif yang berlebihan, dikarenakan hal tersebut akan mempersulit proses delimitasi batas maritim yang akan atau sedang dilakukan. Aparat dan atau Kementrian terkait juga wajib melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah Laut Natuna Utara, untuk dapat menghindari terjadinya penangkapan ikan di ZEE yang tumpang tindih.
2. Bagi negara yang belum menyelesaikan proses delimitasi batas maritim, segera mengupayakan dibentuknya suatu pengaturan sementara yang berisikan kesepakatan sistem penegakan hukum di wilayah perairan yang tumpang tindih. Hal tersebut sesuai dengan kewajiban yang diamanatkan oleh UNCLOS 1982, dan juga untuk dapat menjamin adanya kepastian hukum di wilayah tumpang tindih.
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